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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BAPPENAS

KEPT]TUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR i KEP. 269 / M.PPN / OG / 2OOZ

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN HTJTANG LUAR NEGERI

IV,IENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERINCANAAN PEMtsANGUNAN NASIONAL,

N4eiriurbang a. bahwa pinjaman luar negeli ya118 lllengakibatkall besarnya

hutang luar neSeri telah diiasakan illernberatkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara serta menSnras cadangan devisa;

b. bahwa untuk l11engural18i l:eban hutang luar negeri

sebagainlana tersebut pada huruf a drpandang perlu dilakukan

kajian kebdakar, dan strategi pengelolaan pinjaman luar negeri

sehingga clapat mengurangi ketergant:elfisa:n negara terhadap

hutang luar negeri;

bahwa berdasarkan pertimb angan sebagaimana tersebut pada

huruf a dan b di atas, Kautor Menteri Negara Perencanaan

Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan Petubangunan

Nasional selaku lembag a ya:n9 memiiiki tugas rnelakukan

koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber

pentbiayaan dalan dan luar negeri serta pengalokasiannya

inemandang perlu membentuk Tim Pengkaji Kebijakau dan

Strategi Pengelolaan Hutang Luar Negeri;
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d. bahwa ...
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d. bahrva nrereka yaltg terciuttllnt dalalll lanrpilan Keputusan ini
dipandan.g l11anlpu dan nrernenuhi persyaratan untuk ducluk

dalam Tiut sel-ra8aill1ai1a tersebut dalam humf c di atas;

1. Keputnsau Presiden Nomor 17 Tahrur 2O0L1 tentang Felaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan Presiden Nonror 1O1 Tairun 2OO1 telltang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Keu,enangan, Susunair Oiganisasi,

dan Tata Kerja l4enteri Negara sebagaimana telah diubah
deirgan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

3. Keputusarr Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

dan Tata Ke{a l-embaga Pemerintah Non-Departemen

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3

Tahan2OO2;

4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 teirtang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I N4enteri Negara sebagaimana telah
diubah dengan I(eputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;

5. Keputusan Presiden Nomor 1 10

Organisasi dan Tugas Eselon I

Departenren sebagaimana telah
Presiden Nomor 5 Tahun 2OO2;

'lhhnir 2001 tentang Unit
Lenbaga Pemerintah Non

dirtbah dengan Keputusan

6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nonror : KEP. 050/M.PPN/O\/ZOOZ tentang Organisasi dair
Tata Kerja Kantor Menteri Negara Per.eircanaan Pentbangunan

Nasional/ Badair Perencanaan Pentbangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

KEPIJTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI KEBUAKAN

DAN STRATEGI PENGELOLAAN HUTANG LUARNEGERI.

Menetapkair
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A,{embentuk Tinr Pc'n51kaj i Kebiiakan dan Strategi Pc.ngclolaan

Hutang LLrar Ncgcri yang tcrdiri dari Tim Pengarah dan 'l'inr

Pelaksana dengan susullarl keanggotaan sebagainrana tercantunr di
d:r lanr Larrrpinrn lr.eprrtrrslrrr irri;

: Tinr Pengarah be[tugas :

1. Memberikan pengamllan dan petunjuk kepada Tiru Pelaksarra

dalar-n tngasnya;

2. Memberikan laporan perkembangan hasil-hasil peiaksanaat'r

tugas Tirn Pengkaji Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutang

Luar Negeri kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badar, Perencanazn Pembangunan Nasional

secara berkala;

Tinr Pelaksana l;ertugas :

Mengunrpnlkan data dan informasi mengenai pinjaman dan
pentanfaal an pinja ura n Iuar nege ri;

Melakukan pertenluan dengan instansi penerintah dan swasta

terkait nraupun dengan negara/lembaga donor atat penrberi

pinjaman;

Menyusun formulasi kebijakan dan sfrategi pelaksanaan

pengelolaan hutarrg luar negeri;

Menyusun kerangka pikirarr dan kerangka kerja nrengenai

kebijakan pelaksanaan kemandirian pembiayaan

pernbangunatl

Melakukan pengkajian dan pengembangan kebijakan
nrengenai upaya Pemerintah dalam pengurangarl

keterSantunga n kepada hutang luar negeri;

Memberikan laporan perken-rbangan hasil-hasii pelaksanaan

tttgas kepada Kefua Tim Pengaral"t secaraberkalal

Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas

sebagaimana dimaksud huruf a, b, c,d.,e,danf1'

a

b

C

d
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f
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: Ketrra Tir11 Felaksana dapat ruenrbentnk Sekr"etariat unttrk merrrlrantrr

kclancaran tugas Tim Pengkaji Kebijakan dan Strategi Pengelolaar-r

fhltan:q Luar Negeri;

Biaya yan51 diperlukar-r dalam rangka penl,elenggaraan kegiatair Tiiu
Pengkaji Kebijakan dan Strutegi Pengelolaan fkltang Luar Negeri
dibebankan pada Anggaran Kantor Menteri Negara Pereucanaan

Pembangunarr Nasional/Badan Pel'encanaan Pembangunan Nasional
yang bersrulrber dai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Talrun Anggar an 2OO2;

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal Juni 2OO2

MENTERI NEGARA PERENCANAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
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Saliiran Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Anggaran, Deparlemen Keuangan;

2. Inspektnr Utama, Bappenas;

3. Kepala Kantor Perbend aharaan dan Kas Negara Jakarta III;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagairuana mestinya.

: Keputlrsan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apablla dikemuclian hari terdapat kekeliruan dalan-r Keputusan ini,
akan diadakan perubahan sebagairnana mestinya.
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KEPTITUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL,/KEPALA BAPPENAS

NOMOR :KEP.269,/M.PPN/06/20O2
TANGGAL : JuniZ)OZ

SUSUNAN KEANGGOTAAI.I

TIM PENGKAJI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN HUTANG LUAR NEGERI

I. Tim Pengaral"r

1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;

2. Deputr Bidang Ekonomi, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;

II. Tiit Pelaksana

I(etna : Direkfur Neraca Pembayaran dan Kery'asanu Ekonorni

Internasiornl, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;

1. Direktnr Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kantor Meneg.

PPN/Bappenas;

2. Direkhrr Pendanaan Luar Negeri Muitilateral, Kar-rtor Meneg.

PPN/Bappenas;

3. Direktur Pemantauan dan Evaluasi Pend,anaan

Pembangunan, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;

4. Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan,

Kantor Meneg. PPN/Bappenas;

5. Direktur Pengembangan Perencanaan Makro, Kantor Meneg.

PPN/Bappenas;

6. Dirrektur Keuairgan Negara dan Analisis Moneter, Kantor
Meneg. PPN/Bappenas;

AIrgSota

MENTERI NEGARA PERENCANAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERNN PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWI GIE


